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PEMERINTAH PROVlt~SI DAERAH KHUSUS
. IBUKOTA JAKARTA

. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG ..
. .

PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADATIM PENELJTI ATASNAMADASRI GUNTARA,·
S.Sos., M.Kesos. DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK9 (SEMBILAN) ORANG

DENGANRAHMAT TUHANYANG MAHA ESA·

GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUSIBU~OTA JAKARTA,·

Menimbang

Mengingal

. .. . .' .., .... .

a. bahwa sehubungan dengansuratDireklurJenderal Kesaluan· Bangsa dan
· Polilik Kemenlerian Dalam Negeri Republik.lndonesia langgal25 November .

2014 .. Nomor ·460.02/4486.01· hal Rekomendasi Peneiilian . dan
memperhalikan. Rekomeridasi Kepala Badari Kesaluan Bangsa dan Politik.
Provinsi DaerahKhususlbukota Jakartalanggal 1 Desember 2014 Nombr

· 8614/~1.751hal Permohonan RekomendasiPenelitian, untuk kegiatan
penelitiimdimaksud diperlukan izin; .

.b.· bahwa berdasarkanpertimbangan· sebagaimariadimaksud dalam huM a,
petlu menetapkan KepulusanGubernur lenlang Pemberian Izih Penelilian
Kepada Tim Penelili Alas Nama Dasri GunlaraS.Sos., M.Kesos, dan
Kawan-kawan Sebanyak 9 (sembilan) Orang;· . . .

1: Undang-Undang Nom~r 29 Tahun2007 lenlang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukola Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesaluan Republik.

· lnqonesia; .
· . . . " ", .' .

2. Undang-Undang· Nomor 12 Tahun 2011 lenlang Pembentukan Peraturan
·Perundang-undangan;

·3,· Undang-Undang Nomor 23· Tahun· 2014·. lentang Pemerinlahan Daerah
.sebagaimana telah·· diubah .dengan Peraluran Pemerinlah ·.Pengganli .
Undang-Uridang Nomor2 Tahuri2014;
'. .... - .

4. Peraluran Daerah Norri6r 12 Tahun 2014 tenlang Organisasi Perangkal
Daerah; . . .

5. KeputusanGUbernur Nomor69 Tahun2004tentang Prosedur Pelayanan·
pada BadanKesaluan Bangsa dan PolitikPrbpinsi Daerah Khusus .Ibukola
Jakarta; . ... ..

6. PeraturanGubernur Nomor 98 Tahun2009lerilang Organisasi dan Tata
Keda Badan Kesaluah Bangsa dan Polilik; .

7. Peraluran Gubernur Nomor168 Tahun 2009 tenlang Organisasidan Tala
Kerja SekretarialDaerah; . .. .. .
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8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentarig Pedoman Pelayarian ..
. Izin Penelitiari; .

Menetapkan .

KESATU

.. KEDUA

· KETIGA

KEEMPAT

KEUMA·

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZINPENELITIAN KEPADA
TIM PENELITI ATAS NAMA DASRIGUNTARA, 8.Sos., M.KesOs. DAN
KAWAN~KAWANSEBANYAK 9 (SEMBILAN) ORANG.. . ..

Memberikan izin penelitiankepaqa Tim Peneliti atasnamaDasri Guntara, S.Sos.,
M.Kesos. dan kawan-kawan sebanyak 9 (senibilan) Orang dari PT Multidecon

. Inlerrfal. . . . .. .

Izin sebagaimana ~diiT1aks~d pada diktum KESATU adalah "Studi dan Kajian
.Demografis dan Sosiologis Tentang. Kelompok PMKS"· yang diberikan
selama 3 (tiga) bulan (Ii ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemegang izin sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU, wajib.
menyampaikari laporan tertulis hasil kegiatan yang telahdilaksanakan kepada
GiJbernur melalui Kepala Biro Tata Pernerintahan Setda Pro,iinsi Daerah Khusus
Ibukola· Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa .
dan PolitikProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,paling lama 1 (satu) bulan
setelah hi:lbis masa berlakunya izin. .

Peneliti .dapat m~lakukanpublikasi hasil penelitia~ jika. laporan sebagaimana ..
dimaksud padadiktum KETIGA telah diterimadan mendapatkan rekOmendasi
publikasi.. .. .

. . .

. K~putusari Gubernurinimulai betlaku pada langgal ditetapkan.

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal ·5· Jan uar 120 15·

a.n..GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA r

.'. EMERINTAHAN SEKDA,
~ ~
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~~~ OLOAN SlREGAR
~195803081986101001

1. Kepala Badan Kesatuari Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
· 2: Kepala Oinas Sosial Provinsi OKIJakartci· .

. ·3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta
4. Para Kepala SLiku Dirias Sosial ProvinsiDKI Jakarta
5. Kepala PSTW 03 (BLidi Mulya)Ciracas

.. 6. Kepala PSTW 04 (Budi Mulya) Margaguna
7. Kepala PSBKW Harapan Mulia

· 8. Kepala Bangun Daya 1
9. Kepala PSBR Taruna Jaya

10. Oirektur PT Multidecon Internal
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